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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan-
pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang 
terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, 
dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat 
hidup secara layak. United Nations Development Programme (UNDP) melalui 
Human Development Report dalam publikasinya menyatakan pembangunan 
manusia sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau suatu proses yang 
meningkatkan aspek kehidupan masyarakat (Harahap, 2011).  
UNDP menyatakan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar 
pendapatan domestik bruto (PDB) maupun PDB per kapita. Indeks Pembangunan 
Manusia terdiri dari tiga yaitu: 1) Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur 
dari usia harapan hidup); 2) Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis 
orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); 3) 
Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, 
penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang 
paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) 
(bps.go.id). 
Diantara tahun 2010-2015, proporsi kehidupan masyarakat Indonesia yang 
berada di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 19% menjadi 11% (UNDP, 
2015). Meskipun kemiskinan masih menumpuk di pedesaan, angka IPM di 
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Indonesia juga cenderung membaik. Pembangunan Manusia di Indonesia 
sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia yang 
dipublikasikan oleh UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) (Harahap, 2011). 
Negara Indonesia, memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan 
penuh bagi masing-masing daerah, baik di tingkat propinsi maupun ditingkat 
kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan 
sedikit intervensi pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah 
otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan 
kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harahap,2011). 
Untuk menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, 
tentunya sangat bertopang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Semakin banyak 
pendapatan yang dihasilkan, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai 
keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Mahendra Putra dan Ulupui, 2014). 
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila 
pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran. 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam 
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan 
sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan 
sebagai modal dasar pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum 
(DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Dana Alokasi Umum 
berperan dalam pemerataan horizontal (horizontal equalization), yaitu dengan 
menutup celah fiskal (fiscalgap) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan 
potensi ekonomi yang dimiliki daerah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus 
(DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah 
untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam 
APBN. Dana alokasi khusus dapat juga disebut dana infrastuktur karena 
merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau 
perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap 
tahunnya (tabel terlampir), seharusnya diimbangi dengan peningkatan capaian 
IPM karena daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk menaikkan sektor-
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sektor yang mendukung peningkatan capaian IPM. Adapun capaian IPM 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014 terlampir. 
Peningkatan IPM yang disebabkan oleh PAD, DAK, DAU dan BD banyak 
diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti: Sarkoro dan Zulfikar (2016), Putra dan 
Ulupui (2015), Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Kusumastuti (2012), 
Setyowati dan Suparwati (2012),  Harahap (2011). 
Sarkoro dan Zulfikar (2016) meneliti tentang pengaruh Belanja Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah provinsi se-Indonesia hasil 
penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan pendapatan asli daerah 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap indeks 
Pembangunan Manusia pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode tahun 
2012-2014. 
Putra dan Ulupui (2015) melakukan penelitian dengan judul Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota propinsi Bali. Hasil 
penelitiannya menemukan peningkatan PAD dan DAK suatu daerah akan 
meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut, Sedangkan DAU 
belum mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah. 
Anggarini dan Sutaryo (2015) melakukan penelitian dengan Pengaruh 
Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukan 
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bahwa Rasio Derajad Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun Rasio kemandirian 
Keuangan Daerah memiliki arah yang berbeda. Sedangkan Rasio Ketergantungan 
Keuangan Daerah,Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah 
tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali 
potensi-potensi Pendapatan Asli Daerahnya dengan disertai penggunaan sebagian 
besar Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak 
langsung akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. 
Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai 
kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari 
diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. 
Lugastoro (2013) meneliti mengenai IPM yang menunjukan hasil bahwa 
PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM melalui belanja modal. 
Hasil penelitian menunjukan  bahwa rasio PAD, DAU, DAK berpengaruh 
terhadap IPM baik melalui belanja daerah maupun secara langsung. Sementara 
rasio DBH berpengaruh terhadap IPM melalui belanja daerah. 
Kusumastuti (2012) mengadakan penelitian tentang Analisis Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Indeks Pembangunan 
Manusia di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Dalam penelitiannya ditemukan 
PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi. PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
sementara DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah 
Tapal Kuda. 
Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti bagaimana pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dengan pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel 
intervening di Jawa Tengah. Periode yang digunakan yaitu tahun 2005-2009. Dari 
hasil penelitian tersebut, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mampu 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Pratowo (2012) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhahap Indeks 
Pembangunan Manusia di provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2009. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan Proporsi Pengeluaran Non 
Makanan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sementara Gini 
Rasio dan Rasio Ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
Sanggelorang (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Pengeluaran Pemerintah di 
Sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
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Harahap (2011) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Pada Kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara tahun periode 2005-2008. Hasil 
penelitiannya menemukan secara simultan menunjukkan bahwa dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. Secara parsial dana alokasi umum, dana alokasi khusus 
dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  
Badrudin dan Khasanah (2011) melakukan penelitian Pengaruh 
Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2005. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Sektor Pendidikan, Sektor kesehatan dan Sektor Infrastruktur berpengaruh 
tidak signifikan. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan research gap dari penelitian 
sebelumnya yaitu penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016) yang menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, 
sedangkan penelitian Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan bahwa PAD 
tidak berpengaruh terhadap IPM.  
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan penelitian 
Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Kusumastuti (2012), Lugastoro (2013), 
Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM).  
8 
 
Belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, 
sedangkan penelitian Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan bahwa belanja 
daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini 
menggunakan rujukan utama dari penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya 
penambahan variabel Dana Bagi Hasil karena Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Bagi Hasil merupakan satu kesatuan dari Dana Perimbangan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan 
Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014” 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas identifikasi masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Besarnya PAD, DAU, DAK dan Indeks Pembangunan Manusia pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah selama Tahun 2012-2014 terjadi kenaikan. 
2. Banyak faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014 diantaranya PAD, DAU, 
DAK, DBH, dan BD. 
3. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga 





1.3 Batasan Masalah 
Dalam rangka menghindari keluasan masalah maka peneliti membatasi 
permasalahan. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal-
hal sebagai berkut: 
1. Variabel dependent yang diteliti adalah indeks pembangunan manusia pada 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. 
2. Variabel yang digunakan untuk memprediksi indeks pembangunan manusia 
adalah PAD, DAU, DAK, DBH, BD,  pada pemerintah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah Tahun 2012-2014. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut maka 
rumusan masalah antara lain: 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014? 
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014? 
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4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-
2014? 
5. Apakah Blanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-
2014? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 
antara lain: 
1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014. 
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014. 
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014. 
4. Mengetahui pengaruh  Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia di Jawa Tengah tahun 2012-2014. 
5. Mengetahui pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan 




1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif baik secara 
teoritis maupun praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Bagi Peneliti Selanjutnya menambah bahan kajian, referensi tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan 
pemerintah daerah dalam penggunaan APBN serta mengetahui peningkatan 
kualitas pembangunan manusia. 
b. Bagi Pemerintah Daerah 
Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya 
peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah dengan alokasi dana APBN 
yang ada. 















1.8 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang: latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang digunakan dalam 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang: waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
operasional variabel, dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi tentang: gambaran umum obyek penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data, pembahasan. 
BAB V PENUTUP 







2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Akuntansi Pemerintah 
1. Pengertian Akuntansi Pemerintah 
Menurut Halim (2012: 40), definisi akuntansi pemerintah daerah yang 
disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah: 
“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan 
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, 
kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka 
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal entitas  
pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan, 
yakni pemerintah daerah itu sendiri” 
. 
Menurut Bastian (2010: 3), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan 
sebagai : 
“Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan 
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial 
Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek 
kerjasama sekitar publik dan swasta” 
 
Menurut Nordiawan (2008: 35), akuntansi sektor publik adalah “Proses 
pencatatan, pengklasifikasian, penganalisian dan pelaporan transaksi keuangan 
dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para 
pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”. 
Sehingga akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang 
berguna untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat digunakan oleh 
pihak internal entitas pemerintahan untuk mengelola dana masyarakat dilembaga 
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tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD 
dan LSM. 
2. Tujuan Akuntansi Pemerintah 
Menurut Nordiawan (2008: 7) Akuntansi Pemerintah mempunyai 
beberapa tujuan yaitu : 
a. Tujuan pertanggung jawaban, dalam tujuan pertanggung jawaban pemerintah 
harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat dan dalam 
bentuk serta waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung 
jawab terkait kegiatan unit-unit pemerintah. 
b. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial memberikan informasi keuangan 
untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian 
anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kerja 
pemerintah. 
c. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi 
pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh 
aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. 
Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pemerintah adalah sebagai 
pertanggung jawaban pemerintah untuk memberikan informasi keuangan secara 
lengkap, cermat dan waktu yang tepat dan juga dapat digunakan sebagai 
pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintahan dan untuk 
terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas secara efektif dan efisien. 
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2.1.2 Otonomi  
1. Pengertian Otonomi 
Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa yunani, auto berarti sendiri 
dan noumos berarti hukum atau peraturan, UU No.32/2004 tentang Pemerintah 
Daerah menyebutkan pengertian dari otonomi tersebut. Dalam ketentuan umum 
UU No.32/2004 pasal 1 nomor 5 dan 6 menyebutkan:“Otonomi daerah adalah 
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”.  
Dalam ketentuan umum UU No.32/2004, “Daerah otonom adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 
2. Prinsip Otonomi  
Menurut Darise (2009: 3). “Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintah”. Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 
daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 
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UU No.32/2004 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah 
juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Dengan 
demikian, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah 
untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan 
masyarakat sehingga masyarakat makin mandiri dan juga mencegah  terjadinya 
kesenjangan sosial dengan melaksanakan program pembangunan guna tercapainya 
kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. 
 
2.1.3 Desentralisasi 
Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi dimaknai 
sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Mardiasmo (2009: 24) mengungkapkan,”Desentralisasi tidak hanya berarti 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah 
tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam 
bentuk privatisasi”. Desentralisasi adalah salah satu sistem yang dipakai dalam 
pemerintahan merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem 
desentralisasi terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah. 
Daerah yang mendapatkan kewenangan pemerintah pusat ini untuk mengatur 
rumah tangga daerah disebut otonomi. 
Suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem 
pemerintahannya maka akan mengenal adanya daerah-daerah otonom yang 
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mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan yang 
menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dan sentralisasi adalah 
cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintah dimana dilakukan 
distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol secara garis besar dalam 
rangka melihat dampak atau kaitannya dengan pelayanan publik Mardiasmo 
(2009). 
Dana perimbangan  
Menurut UU No. 33 tahun 20114, dana perimbangan adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelakasanan desentralisasi. Dana 
perimbanagan sendiri terdiri dari: 
1. Dana Alokasi Umum 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah utuk mendanai kebutuhan daerah untuk 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk 
pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. 
2. Dana Alokasi Khusus 
Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus 
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diprioritaskan  untuk  membantu  daerah-daerah  dengan  kemampuan  keuangan 
di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana 
dan prasarana  fisik  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  telah  merupakan  urusan  
daerah. 
3. Dana Bagi Hasil 
Dana Bagi Hasil Tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya 
alam.Dana ysng bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan 
(PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak 
penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pribadi dalam negri, dan PPh pasal 
21.sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari 
kehutanan, pertambangan umum, periklanan minyak bumi, pertambangan gas 
alam. 
 
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
1. Pengertian APBD 
Definisi APBD menurut Undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 1 
adalah sebagai berikut “APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah”. 
Mardiasmo (2009: 61) mengemukakan bahwa, “Anggaran merupakan 
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang  hendak dicapai selama periode waktu 
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Darise (2009: 128) 
mengemukakan bahwa, “APBD merupakan instrumen yang akan mejamin 
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terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan 
pendapatan maupun belanja daerah”. 
Noerdiawan (2010:69), mengemukakan bahwa anggaran dapat dikatakan 
sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 
waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi 
sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit 
dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan 
penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih 
kecil.  
Penyusunan APBD haruslah diletakkan dalam kerangka perencanaan 
pembangunan jangka menengah yang mempertimbangkan skala prioritas 
pembangunan. Selanjutnya pelaksanaan APBD haruslah dikendalikan menurut 
sasaran-sasaran yang jelas dan terukur. Dengan demikian, baik penyusunan 
maupun pelaksanaan APBD tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan 
berjangka menengah dan berskala nasional (Bastian, 2006: 9).  
2. Fungsi APBD 
Menurut Bastian (2006: 9) fungsi penyusunan APBD adalah : 
a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang 
bersangkutan. 




c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya 
dan kepala daerah khususnyya, karena APBD itu menggambarkan seluruh 
kebijakan Pemerintah Daerah. 
d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja 
pemerintah daerah dengan cara yang lebbih mudah dan berhasil. 
e. Merupakan suatu pemberian kekuasaan kepada kepala daerah untuk 
melakukan penyelenggaraan keuangan daerah didalam batas-batas tertentu. 
3. Norma dan Prinsip APBD 
Menurut Nataluddin dan Yulianti (2001: 79) penyusunan APBD 
hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut: 
a. Transparansi dan Akuntabilitas 
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu prasyaratan 
untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Disiplin 
Anggaran. APBD disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat 
tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah, pembangunan dan pelayanan mayarakat. Oleh karena itu anggaran 
harus disusun berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 
b. Keadilan Anggaran 
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 
retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah 
wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh 
seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. 
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c. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, 
maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan 
manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang 
diprogramkan. 
d. Format Anggaran 
Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit 
budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya 
surplus dan defisit anggaran. 
4. Anggaran dalam Perspektif Islam 
Adapun nilai dasar Islam yang terkait dengan perencanaan dan realisasi 
anggaran adalah kejujuran, keadilan, pertanggung jawaban, kemanfaatan dan 
kesejahteraan. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran tersebut tidak bisa 
dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Berdasarkan 
kaidah tersebut maka melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam hal 
ini kejujuran berkaitan dengan proses informasi anggaran atau akuntabilitas 
anggaran (pertanggung jawaban anggaran) (Yulianti, 2010) 
Dalam upaya mengontrol kejujuran, diperlukan sistem pengawasan. Sistem 
pengawasan ini harus dilakukan dengan sangat tegas dan harus didikung oleh law 
enforcement  yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pengawasan 
juga tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena 
itu dalam perspektif Islam, menegakan transparansi angaran adalah kewajiban 
agama Islam yang mulia (Yulianti, 2010: 07). 
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Prinsip yang amat penting dan mendasar dalam negara Islam ialah bahwa 
pemerintah beserta kekuasaannya serta kekayaannya adalah karunia Allah bagi 
kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang 
memiliki integritas terpilih diantara manusia yang lain, taqwa kepada Allah, 
bersifat adil dan benar-benar beriman. Tidak seorangpun berhak menggunakannya 
dengan cara-cara yang diragukan keabsahannya dalam Islam atau demi 
kepentingan pribadi:  
Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 58 yang artinya   
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
(QS.An-Nisa:58). 
 
Karena itulah, maka bisa dipahami dengan mudah bahwa semua betuk 
penggunaan jabatan beserta fasilitas dan kesempatan yang melekat padanya untuk 
tujuan yang berlawanan dengan kepentingan dan keperluan rakyat, dengan sangat 
keras ditentang dalam Islam (Triyanta, 2012: 41). 
 
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 
Menurut UNDP (United Nations Development Programme) dalam 
Lugastoro dan Ananda (2013) mendefinisikan bahwa kesejahteraan secara lebih 
luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB) maupun PDB per kapita. 
Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga ukuran dimensi tentang 
pembangunan manusia : 
1. Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup) 
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2. Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat 
pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) 
3. Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, 
penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia 
yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). 
 
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
1. Pengertian PAD 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah penjelasan pasal 1 ayat 28 
menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :”Pendapatan Asli Daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan perundang-undangan”. 
Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Darise (2009: 48), dikatakan bahwa 
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan”. 
2. Pembagian Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Halim (2012: 101-105) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 





a. Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada 
lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi 
dan untuk kabupaten/kota Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang 
perubahan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang dijabarkan lebih lanjut kedalam lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan 
tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: 
1) Pajak kendaraan bermotor 
2) Pajak kendaraan di atas air 
3) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
4) Bea balik nama kendaraan diatas air 
5) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
6) Pajak air permukaan 
7) Pajak rokok 
Jenis pajak kabupaten/kota, pajak ini terdiri atas: 
1) Pajak hotel 
2) Pajak restoran 
3) Pajak hiburan 
4) Pajak reklame 
5) Pajak penerangan jalan 
6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 
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7) Pajak lingkungan 
8) Pajak mineral bukan logam dan batuan 
9) Pajak parkir 
10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 
11) BPHTB 
b. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi 
daerah. Menurut lampiran IIIa dan lampiran IVa Permendagri Nomor 21 tahun 
2011 tentang Perubahan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 
tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dirinci menjadi: 
1) Retribusi Jasa Umum 
Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
2) Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersial. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
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pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup: 
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD 
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN 
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
sekelompok usaha masyarakat 
a. Lain-lain Pendapatan yang Sah. 
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 
milik pemerintah daerah.  Transaksi  ini  disediakan  untuk  mengakuntansikan  
penerimaan  daerah selain  yang  disebut  di  atas.  Jenis  pendapatan  ini  meliputi  
objek  pendapatan berikut:  
1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan  
2) Jasa giro 
3) Pendapatan bunga  
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah  
5) Penerimaan  komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari 
penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah  
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6) Penerimaan  keuangan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang 
asing 
7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  
8) Pendapatan denda pajak 
9) Pendapatan denda retribusi  
10) Pendapatan eksekusi atas jaminan  
11) Pendapatan dari pengembalian 
12)  Fasilitas sosial dan umum 
13)  Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  
14)  Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 
 
2.1.7 Dana Alokasi Umum (DAU) 
1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) 
Menurut  UU  No. 33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum 
merupakan dana  yang  berasal  dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  
pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  
pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. 
2. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum 
Menurut Nordiawan (2008: 62), beberapa alasan perlunya dilakukan 
pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah yaitu: 
a. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiscal vertical. Hal ini 
disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara 
bersangkutan. Jadi pemerintah hanya menguasai sebagian kecil sumber-
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sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak 
yang bersifat lokal dan mobilitas yang redah dengan karakteristik besaran 
penerimaan relatif kurang signifikan. 
b. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiscal horizontal. Hal ini 
disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun dana pendapatan 
sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah sangat bergantung pada 
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. 
c. Untuk  menjaga standar pelayanan minimum disetiap daerah tersebut. 
d. Untuk stabilitas ekonomi, Dana alokasi umum dapat dikurangi pada saat 
perekonomian daerah sedang maju pesat dan dapat ditingkatkan ketika 
perekonomian sedang lesu. 
Sedangkan tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk : 
a. Meniadakan dan meminimumkan sebagian ketimpangan fiscal vertical. 
b. Meniadakan dan meminimumkan ketimpangan fiscal horizontal. 
c. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan 
manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut. 
d. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali 
sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai 
bahkan melebihi kapasitasnya. 
3. Formulasi Perhitungan Dana Alokasi Umum 
Dalam penyusunannya, rumus Dana Alokasi Umum mengacu pada 
beberapa prinsip dasar agar rumus yang dipakai memenuhi beberapa aspek, 
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seperti aspek legalitas hukum, aspek akademis dan aspek implementasi di 
lapangan. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah :  
a. Norma hukum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang fungsi DAU 
sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. 
UU Nomor 33 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR menjadi dasar 
implementasi dana perimbanan. Didalam pemerintahan kabupaten kota 
peraturan daerah yang mengatur dana alokasi umum yaitu Perda No.10 
tahun 2004 tentang bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum. 
b. Hubungan antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas, yang relatif 
lebih maju dan mampu berdiri sendiri bila dibandingkan dengan daerah lain, 
maka daerah bersangkutan akan memerlukan bantuan dari pusat yang relatif 
kecil. 
c. Rumus untuk menentukan DAU harus mudah dipahami dan logis. Rumus 
DAU didasarkan atas formula yang sederhana, mudah dipahami dan mudah 
dihitung oleh daerah bila data tersedia. Selain itu rumus harus logis artinya 
memenuhi kaidah-kaidah prinsip teori maupun UU No.33 tahun 2004 yaitu 
jika potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal lebih kecil maka akan 
memperoleh alokasi DAU relatif kecil dan begitupun sebaliknya, serta tidak 
mempertentangkan prinsip yang satu dengan yang lain. 
d. Rumus didasarkan atas variabel-variabel yang datanya tersedia akurat. 
Formulasi alokasi DAU harus memiliki variabel yang datanya terdapat di 
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setiap daerah dan selain itu data tersebut berasal dari sumber informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Menurut Djaenuri (2012: 104) DAU bagi masing-masing daerah provinsi 
dan daerah kabuaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi 
seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah 
masing-masing bobot seluruh daerah di Indonesia. DAU baik untuk daerah 
provinsi maupun untuk daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan dengan rumus 
sebagai berikut (Djaenuri, 2012: 104): 
DAU=                                    
                              
                                
 
Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah 
dan potensi daerah. Kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung berdasarkan 
perkalian antara pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks 
penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan dan indeks kemiskinan 
relatif setelah  dibagi empat kebutuhan daerah dihitung dengan rumus (Djaenuri, 
2012: 104) : 
Kebutuhan = 
                                   
                                               
                                    
 
 
Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut 
(Djaenuri, 2012: 105) : 
Potensi ekonomi daerah = 
                                              





Sementara rumus ekonomi DAU adalah sebagai berikut (Djaenuri, 2012: 
106) : 
Ekonomi DAU suatu daerah = 
                        
                 
 
 
Bobot DAU suatu daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 
(Djaenuri, 2012: 106): 
Bobot DAU suatu daerah = 
                         
                           
 
Hasil perhitungan DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan 
keputusan presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi daerah. 
Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah setelah mempertimbangkan faktor 
penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari 
kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban 
pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. 
 
2.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 33 
pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan 
Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya 
disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 




Dana Alokasi Khusus diprioritaskan  untuk  membantu  daerah-daerah  
dengan  kemampuan  keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka 
mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana  fisik  pelayanan  dasar  
masyarakat  yang  telah  merupakan  urusan  daerah. 
Menurut Subekan (2012: 88) dana alokasi khusus digunakan untuk 
menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengn memberi prioritas 
pada bidang pendidikan, kesehatan, infrasstruktur, kelautan dan perikanan, 
pertanian, prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup. 
Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara spesifik: (BKKBN, 2015) : 
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan 
restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan. 
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah 
dalam membiayai pelayanan publik untuk medorong pencapaian standar 
pelayanan minimal, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan 
dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah dengan lebih 
memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan dan pesisir/kepulauan. 
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga 
lebih tepat sasaran dan tepat waktu. 
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK 
melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan 
pemerintahan. 




6. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan 
kemampuan fiskal rendah. 
7. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, 
daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian 
DAK. 
8. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi baik di 
tingkat pusat maupun daerah. 
 
2.1.9 Dana Bagi Hasil 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil 
dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada 
APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional 
yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.  
Mahmudi (2010: 27) dana bagi hasil yang bersumber dari pajak negara, 
meliputi: 
1. Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 
2. Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 
3. Bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 
Menurut Mahmudi (2010: 28) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 
sumber daya alam, meliputi: 
1. Bagi hasil dari iuran hak pengusaha hutan 
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2. Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan 
3. Bagi hasil dari dana reboisasi 
4. Bagi hasil dari iuran tetap (lond-rent) 
5. Bagi hasil dari iuran eksplorasi (royalty) 
6. Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan 
7. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan 
8. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 
9. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 
10. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi 
11. Bagi hasil dari pertambangan umum. 
Adakalanya Pemerintah Pusat mendapatkan proporsi bagi hasil yang lebih 
besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang 
bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), namun Pemerintah Pusat juga bisa saja 
menerima proporsi yang lebih kecil dibandingkan proporsi bagi hasil kepada 
Pemerintah Daerah, seperti: Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). Pembagian proporsi ini tergantung dari keterlibatan 
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan dampaknya terhadap 
masyarakat daerah Mahmudi (2010) 
 
2.1.10 Belanja Daerah 
1. Pengertian Belanja Daerah 
Selain hak-haknya daerah juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang 
harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa 
pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan 
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terhadap publik. Untuk melaksanakan keajiban-kewajiban tersebut diperlukan 
pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban 
yang dinilai dengan uang. 
Halim (2012: 108) mengemukakan bahwa : 
“Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara 
umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh pemerintah. Sedangkan dari basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 
 
Kemudian Bastian (2007: 101) memberikan pengertian :“belanja daerah 
adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan jasa potensial periode pelaporan 
dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban 
yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang 
berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri”. 
2. Tujuan Belanja Daerah 
Menurut Bastian (2007: 101), secara umum prosedur belanja bertujuan 
untuk : 
a. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan 
pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampe proses 
pencatatan. 
b. Memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga 
pemda dapat menghitung tingkat pengeluaran yang memungkinkan karena 





3. Klasifikasi Belanja Daerah  
Menurut Halim (2012: 107), klasifikasi yang digunakan dalam laporan 
realisasi anggaran adalah klasifikasi ekonomi terdiri atas : 
a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Terdiri atas : 
1) Belanja Pegawai 
Belanja  pegawai  merupakan  belanja  kompensasi,  dalam bentuk  
gaji  dan  tunjangan,  serta  penghasilan  lainnya  yang diberikan  kepada  
pegawai  negeri  sipil  yang  ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
2) Belanja Barang 
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan dan/atau  pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintahan daerah. 
3) Belanja Bunga 
Belanja  bunga  digunakan  untuk  menganggarkan pembayaran  
bunga  utang  yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal 
outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman  jangka  pendek,  jangka  
menengah,  dan  jangka panjang. 
4) Belanja Subsidi 
Belanja  subsidi  digunakan  untuk  menganggarkan  bantuan biaya  
produksi  kepada perusahaan/lembaga tertentu (perusahaan/lembaga yang  
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menghasilkan  produk atau jasa pelayanan umum masyarakat) agar harga 
jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
5) Belanja Hibah 
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah  
dalam  bentuk  uang,  barang  dan/atau  jasa  kepada pemerintah atau 
pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/  perorangan  yang  
secara  spesifik telah ditetapkan  peruntukannya.  Hibah  kepada  pemerintah 
bertujuan  untuk  menunjang  peningkatan  penyelenggaraan fungsi  
pemerintahan  di  daerah.  Hibah  kepada  perusahaan daerah  bertujuan  
untuk  menunjang  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat.  Hibah  
kepada  pemerintah  daerah Iainnya  bertujuan  untuk  menunjang  
peningkatan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  layanan  dasar 
umum.  Hibah  kepada  badan/lembaga/organisasi  swasta dan/atau 
kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 
6) Belanja Bantuan Sosial 
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 
dalam  bentuk  uang  dan/atau  barang  kepada masyarakat  yang  bertujuan  
untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan  
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada  kabupaten/ 
kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya  atau dari 
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pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah 
lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan  kemampuan 
keuangan. Bantuan keuangan yang  bersifat umum peruntukan dan 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah 
/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat  
khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh  
pemerintah daerah pemberi bantuan. 
b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal termasuk:  
1) Belanja tanah 
2) Belanja peralatan dan mesin 
3) Belanja modal gedung dan bangunan 
4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 
5) Belanja aset tetap lainnya 
6) Belanja aset lainnya 
c. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan beruang seperti penanggulangan 
bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 






4. Belanja Daerah dalam Perspektif Islam 
Kegiatan menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu 
yang pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbeda dengan kitab-kitab 
agama lain, kitab suci al-Qur’an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran 
yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan 
masyarakat. 
Setiap pos pemasukan di dalam baitulmal mempunyai mekanisme masing-
masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh negara, sehingga akan 
mempunyai variasi dampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat 
(Utami, 2013: 35). 
Pos penerimaan baitulmal dari bagian fai dan kharaj harus dikeluarkan 
negara untuk pos pengeluaran dar al-khilafah, santunan, jihad, urusan 
darurat/bancana alam (ath-thawaari) dan anggaran belanja negara (al-Muhasabah 
al-Ammah). Kemudian pos pnerimaan dari bagian pemilikan umum harus 
dikeluarkan untuk jihad, penyimpanan pemilikan umum dan urusan 
darurat/bencana alam (Utami, 2013). 
Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah 
dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana 
islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta 
permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan 
ekonomi terletak pada bagaimana distribusi ekonomi yang adil (Huda, 2012: 224).  
Islam bukan hanya mencegah akan tetapi mengutuk pemborosan, 
penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar 
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dan manfaat penggunannya tidak dapat dinikmati si pemakai atau masyarakat. 
Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran 
negara adalah membawa surplus kekayaan kedalam  peredaran dan untuk 
menjamin distribusi kekayaan berimbang dikalangan semua masyarakat (Mannan, 
1997: 232). 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Sarkoro dan Zulfikar (2016) meneliti tentang pengaruh belanja daerah, 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap 
indeks pembangunan manusia pada pemerintah provinsi se-Indonesia. Hasil 
penelitian menunjukkan belanja daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada 
pemerintah provinsi se-Indonesia periode tahun 2012-2014.  
Putra dan Ulupui (2015) melakukan penelitian tentang pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan IPM. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatan Indeks pembangunan. 
Sedangan Dana Alokasi umum tidak mampu meningkatan IPM. 
Anggarini dan Sutaryo (2015) melakukan penelitian dengan Pengaruh 
Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Rasio Derajad Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun Rasio kemandirian 
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Keuangan Daerah memiliki arah yang berbeda. Sedangkan Rasio Ketergantungan 
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah 
tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) melakukan penelitian tentang 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Tengah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. 
Lugastoro (2013) meneliti mengenai IPM yang menunjukan hasil bahwa 
PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM melalui belanja modal. 
Hasil penelitian menunjukan  bahwa rasio PAD, DAU, DAK berpengaruh 
terhadap IPM baik melalui belanja daerah maupun secara langsung. Sementara 
rasio DBH berpengaruh terhadap IPM melalui belanja daerah. 
Kusumastuti (2012) mengadakan penelitian tentang Analisis Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Indeks Pembangunan 
Manusia di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian tentang Indeks 
Pembangunan Manusia dengan variabel Independennya pertumbuhan ekonomi, 
DAU, DAK dan PAD serta Belanja Modal sebagai variabel Intervening. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal 
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berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pertumbuhan 
ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah 
kabupaten dan kota sedang memaksimalkan otonomi daerah di Jawa Tenagh 
sehingga dana perimbangan dan pendapatan asli daerah bisa menjelaskan 
pembangunan  manusia suatu daerah di Jawa Tengah. 
Pratowo (2012) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhahap Indeks 
Pembangunan Manusia di provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2009. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan Proporsi Pengeluaran Non 
Makanan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sementara Gini 
Rasio dan Rasio Ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
Sanggelorang (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Pengeluaran Pemerintah di 
Sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Harahap (2011) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembagunan Manusia pada 
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAU, DAK 
dan DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia disebabkan 
sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap IPM ialah sektor 
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perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedang sektor-sektor infrastruktur 
memiliki pengaruh relatif kecil terhadap peningkatan IPM.  
Badrudin dan Khasanah (2011) melakukan penelitian Pengaruh 
Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2005. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pendapatan dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan 
manusia. 
 
2.3  Kerangka Berfikir 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka 
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Berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa 
Indeks Pembangunan Manusia diduga dipengaruhi oleh: 
1. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya 
kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang 
diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. PAD diduga 
mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan Pendapatan Asli 
Daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti membiayai 
pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia yang nantinya 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  
2. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama dengan 
Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum diduga mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia dikarenakan memungkinkan adanya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. 
3. DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah 
untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana 
dalam APBN. Dana Alokasi Khusus diduga memperngaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia dikarenakan memungkinkan adanya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. 
4. DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
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rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada 
APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya 
nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. 
5. BD adalah kewajiban pemerintah daerah yang di akui sebagai pengurangan 
nilai kekayaan bersih. Dalam penggunaannya, belanja daerah diprioritaskan 
untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, 
kabupaten, atau kota berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung 




1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Kemampuan daerah menyediakan  pendanaan yang berasal dari daerah 
sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut 
menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran 
dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 
2007). 
PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam 
mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam 
konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat di harapkan 
sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016) menunjukkan PAD berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Putra dan Ulupui (2015), Ardiansyah 
dan Widianingsih (2014), Kusuma Astuti (2013), Lugastoro (2013) Setyowati dan 
Suparwati, (2012) menunjukkan hasil penelitian yang sama bahwa PAD 
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berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk 
mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang 
merata di setiap daerah. DAU diharapkan membantu pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan daerahnya sehingga mampu meninjgkatkan kualitas pembangunan 
manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan mampu 
mengelola  danaini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai 
pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakann yang 
dialokasikan pada belanja modal.  
Penelitian Lugastoro (2013) serta Setyowati dan Suparwati (2012) 
menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Dana Alokas Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan 
publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan 
pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat DAK, pengeluaran tersebut sebagian 
besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab 
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itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna 
meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunanan DAK dalam 
alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas 
pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan sosial, maupun 
pelayanan umum.  
Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukan bahwa 
DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian lainnya 
Setyowati dan Suparwati (2012), Putra dan Ulupui (2015) Lugastoro (2013) juga 
menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah : 
H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia 
Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang di peroleh dari 
sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. 
Penelitian Lugastoro (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) 
berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia. Berdasarkan pada uraian 
tersebut, maka hipotesis ke empat yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
H4 = Dana Bagi Hasil berpengaruh tehadap Indeks Pembangunan Manusia. 
5. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Anggaran Belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan 
kualitas layanan publik dan sekaligus terealisasi dengan baik. Dengan demikian, 
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secara ideal seharunya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup 
berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya 
ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja 
daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang lain 
menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia adalah peneliti Setyowati dan Suparwati (2012). 
Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 







3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1 Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai Desember 2016. 
3.1.2 Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian ini adalah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. 
3.2  Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode 
kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori 
melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan 
analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi 
Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pertumbuhan Manusia 
(IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
 
3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi  
Menurut Sugiyono (2010: 115) yang dimaksud populasi adalah “objek 
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun populasi 




Sugiyono (2010: 116) berpendapat bahwa sampel adalah :”Bagian dari 
jumlah populasi yang dapat mewakili dalam penelitian”.  Sampel merupakan 
suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian dalam penelitian 
(Suharyadi, 2009: 7). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 
pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota di Jawa Tengah. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel merupakan teknik yang digunakan untuk 
menentukan sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2010: 116). Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik purposive sampling, dimana 
kriteria yang telah ditetapkan adalah data yang lengkap sesuai dengan variabel 
yang diteliti selama tahun pengamatan.  
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran dan Indeks Pembangunan 
Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Data 
mengenai Laporan Realisasi Anggaran diperoleh dari situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id). 
Sedangkan data mengenai IndeksPembangunan Manusia diperoleh dari Situs 




3.5  Teknik Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan 
menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data  
Laporan Realisasi APBD di Jawa Tengah tahun 2012-2014 dan data Indeks 
Pembangunan Manusia pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 
2012-2014. 
 
3.6  Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai dari orang, objek 
atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003: 31). Variabel dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
 
3.6.1 Variabel Bebas 
Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 39).  
Variabel bebas dalam penelitian antara lain: 
1. Variabel (X1) : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
2. Variabel (X2) : Dana Alokasi Umum (DAU) 
3. Variabel (X3) : Dana Alokasi Khusus (DAK) 
4. Variable (X4) : Dana Bagi Hasil (DBH) 





3.6.2 Variabel Terikat (Y) 
Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel dependen (variabel terikat) 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 
variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor 
yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006: 116). Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia. 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel sebagai berikut: 
3.7.1 Indeks Pembangunan Manusia(Y) 
Menurut UNDP (United Nations Development Programme) dalam 
Lugastoro dan Ananda (2013) mendefinisikan bahwa kesejahteraan secara lebih 
luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB) maupun PDB per kapita. 
Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga ukuran dimensi tentang 
pembangunan manusia : 
1. Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup) 
2. Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat 
pendaftaranndi sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) 
3. Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, 
penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia 






3.7.2 Pendapatan Asli Daerah  (X1) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2012: 101). Kelompok 
pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: 
1. Pajak daerah 
2. Retribusi daerah 
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan. 
4. Lain-lain PAD yang sah. 
 
3.7.3 Dana Alokasi Umum (X2) 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Adapun cara mengitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah: 
1. Dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari 
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 
2. Dana alokasi umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah 
kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi 
umum sebagaimana ditetapkan diatas. 
3. Dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan 
berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah 
provinsi yang bersangkutan. 
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4. Porsi daerah provinsi sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan proporsi 
bobot semua daerah provinsi di Indonesia (Utami, 2013: 43). 
 
3.7.4 Dana Alokasi Khusus (X3) 
Menurut Subekan (2012: 88) dana alokasi khusus digunakan untuk 
menutup kesenjangan pelayananpublik antardaerah dengan memberi prioritas 
pada bidang pendidikan,kesehatan, insfrastruktur,kelautandan perikanan. 
 
3.7.5 Dana Bagi Hasil (X4) 
Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan pada APBN 
merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang 
berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. 
 
3.7.6 Belanja Daerah (X5) 
Menurut Bastian (2007: 101) belanja daerah adalah penurunan manfaat 
ekonomis masa depan jasa potensial periode pelaporan dalam bentuk arus kas 
keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena 
pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan 
distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. 
  
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah ilmu yang berisi metode-metode pengumpulan, 
penyajian dan pengaturan data guna membuat  gambaran yang jelas tentang 
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variasi sifat data, yang pada akhirnya akan mempermudah proses analisis dan 
interpretasi data (Hakim, 2011: 07). 
Penyajian statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan 
atau generalisasi. Disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-
rata (mean), modus, median, rentang, serta simpangan baku. Penelitian ini 
variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja 
Daerah (BD) dan Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah di 
Indonesia tahun 2012-2014. 
 
3.8.2  Uji Asumsi Klasik 
Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 
ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang 
harus dipenuhi adalah data tersebut harus berdistribusi normal, tidak mengandung 
multikoloniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum 
melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan lebih dahulu 
pengujian asumsi klasik yang terdiri dari : 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak (Ghozali, 2009: 83). Model regresi yang baik adalah model yang 
berdistribusi normal atau mendekati normal. 
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Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 
adalah uji statistik non-parametik kolmogorov-smirnov (K-S). Jika hasil 
kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual 
terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai 
signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 
2009: 113). 
Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji data PAD, 
DAU, DAK, DBH, BD dan IPM berdistribusi normal atau tidak, jika asumsi ini 
terpenuhi maka model regresi memenuhi syarat uji asumsi klasik yang 
menyarankan bahwa data harus berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan 
sempurna antar variabel bebas pada model regresi. Menurut Priyatno (2010: 62) 
Uji multikolinearitas merupakan keaadaan dimana antara dua atau lebih variabel 
bebas pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati 
sempurna. 
Multikolinearitas (kolinieritas ganda) merupakan adanya hubungan linear 
yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) 
dari model regresi ganda untuk mengetahui terjadinya korelasi linear yang tinggi 
diantara variabel-variabel penjelas (bebas) ( Setiawan, 2010: 82). 
Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu 
dengan melihat nilai Tolerance dan variance Inflation Factor (VIF). Kedua 
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 
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variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai 
variance inflation factor (VIF) dibawah 10 maka tidak  terjadi multikolinieritas. 
Uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (PAD, DAU, 
DAK, DBH, BD). Karena pada analisis regresi terdapat syarat uji asumsi klasik 
yang mengisaratkan bahwa variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, BD) 
harus terbebas dari gejala multikolinieritas. 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 
ada korelasi antara residual pada periode ke t dengan kesalahan residual pada 
periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan 
metode Durbin Watson. Uji autokorelasi yang digunakan peneliti adalah 
Durbin-Watson. Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
autokorelasi dengan menentukan nilai dL dan dU dengan melihat tabel Durbin-
Watson (DW) pada α = 5% (Ghozali, 2013). 
a. Jika 0<d<dL, maka tidak ada autokorelasi positif 
b. Jika dL d dU, maka tidak ada autokorelasi positif 
c. Jika 4-dL d 4, maka tidak ada autokorelasi negatif 
d. Jika 4-dU d 4-dL, maka tidak ada autokorelasi negatif 
e. Jika dU d 4-dU, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif 
Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui model 
regresi residual PAD, DAU, DAK, DBH, BD dan IPM periode t dengan residual 
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t-1 (sebelumnya). Syarat asumsi klasik ini terpenuhi jika model regresi terbebas 
dari autokorelasi. 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke 
pengamatan lainnya. Jika varians dari residual pengamatan tersebut tetap maka 
disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Homokedastisitas berarti bahwa variansi dari eror bersifat konstan (tetap) 
yang biasa disebut dengan identitik. Sedangkan heteroskedastisitas merupakan 
kebalikannya yaitu kondisi variansi erornya (atau Y) tidak identitik (Setiawan, 
2010: 103). 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot 
dan uji Glejser antara variabel independen (ZPRED) yaitu PAD, DAU, DAK, 
DBH, dan BD pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014 
dengan residualnya (SRESID). Apabila terdapat pola tertentu maka terjadi 
heteroskedastisidas. Jika tidak pola yang jelas maka terjadi heteroskedastisitas. 
3.8.3  Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009: 16). Cara untuk 
mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F (hitung) dengan nilai 
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F(tabel). Untuk menentukan F(tabel), tingkat signifikan yang digunakan sebesar 
5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df= n-k dimana m adalah 
jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen. 
Apabila nilai F(hitung) lebih besar dari pada nilai F (tabel), maka hipotesis 
alternatif diterima artinya semua variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, 
DBH, BD secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 
(IPM). 
Uji F dilihat dari tabel analysis of variance (ANOVA) dari tabel summary. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significancy level 0,05 (α = 5%). 
a. Jika sig > α, maka H0 diterima (koefisien regresi PAD, DAU, DAK, DBH, 
BD tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM). 
b. Jika sig < α, maka H0 ditolak (koefisien regresi dignifikan). Hal tersebut 
bararti bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH, BD mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap IPM. 
2. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari 
model regresi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen 
dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2009: 15). 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 
yang kecil 
berarti kemampuan variabel-variabel independen (PAD, DAU, DAK, BDH, BD) 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen (IPM) amat terbatas. Nilai yang 
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mendekati satu berarti variabel-variabel PAD, DAU, DAK, DBH, BD 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel Indeks Pembangunan Manusia. 
 
3.8.4  Analisis Regresi Berganda 
Regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk 
mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel 
dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui (Priandana, 2009: 184). 
Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara 
variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, BD) dengan variabel dependen 
(IPM), juga menunjukkan bagaimna hubungan antara variabel independen (PAD, 
DAU, DAK, DBH, BD) dengan variabel dependen (IPM). 
Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-
komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia.  
Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Y =  a  +  b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +b5X5 +e 
Dimana : 
Y  = Indeks Pembangunan Manusia  
a  = konstan 
X1  = Pendapatan Asli Daerah 
X2  = Dana Alokasi Umum  
X3  = Dana Alokasi Khusus 
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X4 = Dana Bagi Hasil  
X5 = Belanja Daerah 
e = Standar Error 
 
3.8.5   Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, BD) terhadap variabel dependen 
(Indeks Pertumbuhan Manusia) dengan menganggap variabel independen lainnya 
konstan, jika asumsi normalitas error yaitu μi~N(0,σ2) terpenuhi, maka kita dapat 
menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial dari regresi (Ghozali, 2009: 
17). 
Jika t hitung > nilai t tabel tσ(n-k), maka H0 ditolak yang berarti X1 
berpengaruh terhadap Y. Artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel 
dependen. Selain itu juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing 
variabel. Hipotesis diterima apabila p-value     5% (Ghozali, 2009: 17). 
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Letak Wilayah JawaTengah 
Jawa Tengah adalah sebutan provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian 
tengah, sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat dan sebelah timur berbatasan 
dengan Jawa Timur. Ibu kota Jawa Tengah adalah kota Semarang. Provinsi Jawa 
Tengah dibagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. 
Tabel 4.1 
Daftar Kabupaten di Jawa Tengah 
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Berdasarkan pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja 
Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah tahun 2012-2014, maka dapat di deskripsikan nilai minimum, 
maksimum, mean data standar deviasi variabel penelitian sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Hasil Statistik Deskriptif  PAD, DAU, DAK,BD,DBH dan IPM 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 105 385677 7988992 1841148,88 1377974,432 
DAU 105 358332 1332537 848275,27 226667,068 
DAK 105 104304 8843370 1534628,53 2139413,868 
BD 105 617028 3612895 1552968,43 492835,622 
DBH 105 119103 976575 387051,33 186926,916 
IPM 105 61,81 80,96 69,3590 4,59035 
Valid N (listwise) 105     
Sumber: Data diolah, 2016 
1. Indeks Pembangunan Manusia  
Data Penelitian dari Situs Badan Pemerintah Statistik pemerintah/kota di 
Jawa Tengah. Memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2014 memiliki 
perbedaan yang bervariasi. 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran Perbandingan 
dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh 
dunia. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah 
negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk 
mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi dari kuwalitas hidup. Jika fasilitas 
publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan 
usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhrnya akan menciptakan 
hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas 
pendidikan dan standar kehidupan masyarakat. 
a. Hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia pemerintah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah yang memiliki nilai terendah sebesar 61,81 adalah kabupaten 
Pemalang pada tahun 2012. 
b. Hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia pemerintah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah yang memiliki nilai tertinggi sebesar 80,96 adalah kota Salatiga 
pada tahun 2014. 
c. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga 
tahun sebesar  69,35 
d. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai standar Deviasi sebesar 4,59 
lebih rendah dari mean 69,36 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Data Penelitian yang di peroleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan Republik Indonesia, memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
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pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2014 
memiliki perbedaan yang bervariasi. 
Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting 
di bandingkan sumber-sumber diluar Pendapan Asli, karena Pendapatan Asli 
Daerah dapat di pergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah 
sedangkan pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya terkait. 
a. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah pemerintah/kabupaten di Jawa 
Tengah yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 385.677.000 adalah 
kabupaten Banyumas pada tahun 2013. 
b. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah pemerintah/kabupaten di Jawa 
Tengah yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 7.988.992.000 adalah kota 
Magelang pada tahun 2012. 
c. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun 
sebesar Rp 184.114.888.000. 
d. Pendapatan Asli Daerah memilki nilai standar deviasi sebesar Rp 
1.377.974.432.000 lebih besar dari mean Rp 184.114.888.000. 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Data penelitian yang di peroleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan Republik Indonesia, memperlihatkan Dana Alokasi Umum pada 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2014 
memiliki perbedaan yang bervariasi. 
Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat 
pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi 
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Umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah 
otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah menutup kesenjangan 
fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dengan pusat 
dan antar daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum tiap daerah tidak akan sama. 
a. Hasil penelitian Dana Alokasi Umum pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah 
yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 358.332.000 adalah kota Salatiga 
pada tahun 2012. 
b. Hasil penelitian Dana Alokasi Umum pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 1.332.537.000 adalah kabupaten 
cilacap pada tahun 2014. 
c. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun 
sebesar RP 84.827.527.000 
d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 
226.667.068.000 lebih kecil dari mean RP 84.827.527.000 
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Data penelitian yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan Republik Indonesia, memperlihatkan Dana Alokasi Khusus pada 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2014 
memiliki perbedaan yang bervariasi.  
Dana Alokasi Khusus (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  
untuk  membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah 
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dengan  kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka 
mendanai kegiatan  penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar 
masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. 
a. Hasil penelitian Dana Alokasi Khusus pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah 
yang memiliki nilai terendah sebesar Rp 104.304.000 adalah kabupaten 
Grobogan pada tahun 2012. 
b. Hasil penelitian Dana Alokasi Khusus pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah 
yang memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 8.843.370.000 adalah kabupaten 
Cilacap pada tahun 2014. 
c. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun 
sebesar Rp 153.462.853.000. 
d. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 
2.139.413.868.000 lebih besar dari mean Rp 153.462.853.000 
5. Dana Bagi Hasil (DBH) 
Data penelitian yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Republik Indonesia, memperlihatkan Dana Bagi Hasil pada Pemeritah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2014 memiliki 
perbedaan yang bervariasi. 
Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari 
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber 
daya alam. Dana Bagi Hasil diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah 
vertical fiscal balance  yaitu untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan 
fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah. 
68 
a. Hasil penelitian Dana Bagi Hasil provinsi di Indonesia yang memiliki nilai 
terendah sebesar Rp 119.103.000 adalah kabupaten Karanganyar pada tahun 
2013. 
b. Hasil penelitian Dana Bagi Hasil provinsi di Indonesia yang memiliki nilai 
tertinggi sebesar Rp 976.575.000 adalah kota Semarang pada tahun 2013. 
c. Dana Bagi Hasil memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 
38.705.133.000. 
d. Dana Bagi Hasil memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 186.926.916.000 
lebih besar dari mean Rp 38.705.133.000. 
6. Belanja Daerah (BD) 
Belanja daerah untuk setiap provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dari 
daerah tersebut. Data penelitian yang diperoleh dari situs Direktorat jenderal 
Perimbangan Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan Belanja Daerah 
Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2014 memiliki perbedaan yang 
bervariasi. 
a. Hasil penelitian belanja daerah pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah yang 
memiliki nilai terendah sebesar Rp 617.028.000 adalah kota Magelang pada 
tahun 2012 
b. Hasil penelitian belanja daerah pemerintah/kabupaten di Jawa Tengah yang 
memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 3.612.895.000 adalah kota Semarang pada 
tahun 2014 
c. Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 
155.296.843.000. 
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d. Belanja Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 492.835.622.000 
lebih kecil besar mean Rp 155.296.843.000. 
 
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi 
klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah 
hasil uji asumsi klasik. 
1. Hasil Uji Normalitas 
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
distribusi yang mendekati normal. Namun demikian hanya dengan melihat 
histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. 
Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot 
yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribui normal. Distribusi normal 
akan membentuk satu garis diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 
dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 









 Histogram Uji Normalitas 
 
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebar disekitar garis 
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 
asumsi klasik. Uji normalitas grafik dapat menyebabkan jika tidak berhati-hati 
secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh 
karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara uji one sample test 
kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih 
detail, apakah dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikasi uji Kolmogorov-






Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 























Sumber data : Diolah, 2016 
Nilai K-S 0,071 dengan probabilitas signifikan 0,200 dengan nilai lebih 
besar α = 0,05 hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data 
berdistribusi normal. 
2. Hasil Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat 
juga dilihat dari nilai tolerance dan Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai 
tolerance value diatas 0,10 maka nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi 
multikolinearitas (Ghozali, 2009: 28). 








Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
(Constant)   
PAD ,939 1,065 
DAU ,224 4,458 
DAK ,976 1,024 
BD ,225 4,437 
DBH ,829 1,206 
Sumber :Data diolah 2016 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas diketahui bahwa nilai Tolerance 
diatas 0,10 (PAD 0,939), (DAU 0,224), (DAK 0,976), (BD 0,225), (DBH 0,829) 
Sedangkan untuk nilai VIF masing-masing variabel independen lebih kecil dari 
nilai 10 (PAD 1,065), (DAU 4,458), (DAK 1,024), (BD 4,437), (DBH 1,206) 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna 
antara variabel bebas (independen). Sehingga model regresi ini tidak adanya 
gejala multikolinearitas. 
3. Hasil Uji Autokorelasi 
Autokorelasi diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara anggota-
anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series 
dalam bentuk waktu (jika dataya time series) atau korelasi antara tempat yang 
berdekatan (jika cross-sectional). Autokorelasi terjadi apabila ada kesalahan 
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pengganggu (error of distrubancelui) suatu periode berkorelasi dengan kesalahan 
periode kesalahan periode sbelumnya. Uji yang digunakan untuk mendeteksi 







a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, BD, DAU 
b. Dependent Variable: IPM 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan bantuan 
program komputer SPSS 23 for windows  diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 
1,920. Didapat nilai (dl 1,5837) dan (du 1,7827) untuk n=105, serta k=5. Karena 
Durbin-Watson sebesar 1,920 berada pada daerah du<d<4-dl 
(1,7827<1,920<2,217) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 
penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 
4. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika variance dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Menurut Ghazali (2009: 35) model regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk 
Tabel 4.5 








mendeteksi adanya heteroskedastisitas antara lain dengan melihat pada scaterplot 
ada tidaknya pola antara SRESID dengan ZPRED. Hasil uji heteroskedastisitas 
dengan scaterplot dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
Gambar 4.2.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil grafik diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, 
tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar 
diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian dapat dikatakan 





















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,159 ,946  4,395 ,000 
PAD 4,951E-8 ,000 ,032 ,313 ,755 
DAU -1,276E-6 ,000 -,135 -,647 ,519 
DAK -9,500E-8 ,000 -,095 -,949 ,345 
BD 1,428E-7 ,000 ,033 ,158 ,875 
DBH -1,007E-6 ,000 -,088 -,810 ,420 
a. Dependent Variabel: AbsUt 
Sumber: Data diolah, 2016  
AbsUt = b0 + b1 PAD + b2 DAU + b3 DAK + b4 BD + b5 DB 
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen, maka ada indikasi terjadi terjadi Heteroskedastisitas. Hasil tampilan 
output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel 
dependen nilai Absolute Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas 
signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat di simpulkan model 
regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastistas. 
 
4.2.3 Hasil Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara 
keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 









Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 856,324 5 171,265 12,700 ,000
b
 
Residual 1335,097 99 13,486   
Total 2191,421 104    
a. Dependent Variable: IPM 
b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, BD, DAU 
Sumber: Data diolah, 2016 
Tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan statistik Fhitung sebesar 12,700 
dengan probabilitas 0,000. Probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Derajat 
pembilang (dk1)=1 k=5 derajat penyebut (db2)= n-k-1=105-5-1 diperoleh nilai f 
tabel=2,30. Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan 
membandingkan antara Fhitung  dengan f tabel. Kriteria ujinya sebagai berikut :  
H0= Fhitung  > f tabel dan H0 tidak ditolak =  Fhitung  ≤ f tabel. 
Diperoleh Fhitung lebih besar dari f tabel (12,700 > 2,30). Dengan demikian 
H0 ditolak dan hasil pengujian statistik secara simultan adalah signifikan. Jadi 
dapat diketahui bahwa PAD, DAU, DAK, BD, DBH secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia tahun 2012-
2014. 
Kesimpulan diatas dapat didukung pula dari nilai signifikansinya yang 
menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari nilai α=0,05 yang berarti secara simultan 
seluruh variabel independen PAD, DAU, DAK, BD, DBH berpengaruh terhadap 
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Indeks Pembanunan Manusia dengan demikian PAD, DAU, DAK, BD, DBH 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
2. Koefisien Determinasi (R ) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel bebasdalammenerangkan 
variabel terkait. Nilai determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R Square, nilai 
koefisien ini adalah antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti 
kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas, namun jika hasil 
mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hamper 
semua imformasi yang di nutuhkan untuk memprediksi veriabel independen. Hasil 







a. Predictors : (constant), DBH, DAK, PAD, BD, DAU 
b. Dependent Variable: IPM 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang 
ditunjukkan dari Adjusted R-Square sebesar 0,360 hal ini berarti 36% variasi 
Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variasi perubahan 
Tabel 4.8. 













 ,391 ,360 3,67231 
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Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja 
Daerah, dan Dana Bagi Hasil. 64% dijelaskan oleh variabel yang tidak deteliti. 
 
4.2.4 Analisis Regresi Berganda 
Hasil estimasi dapat ditulis dalam persamaan dibawah ini: 
Indeks Pembangunan Manusia = 74,340 + 5,129 PAD + (-2,355) DAU + 1,709 
DAK + (-2,090) DBH + 9,401 BD  
Persamaan tersebut dapat diartikan : 
1 Konstanta sebesar 74,340  menyatakan bahwa jika nilai variabel independen 
dianggap nol (X1=0, X2=0, X3=0, X4=0 dan X5=0) maka nilai Indeks 
Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah 
sebesar 74,340. 
2 Koefisien regresi variabel PAD sebesar 5,129  artinya apabila terjadi kenaikan 
nilai variabel PAD sebesar 1 juta rupiah atau 1 % akan menaikkan Indeks 
Pembangunan Manusia sebesar 5,129 atau 5,129%. 
3 Koefisien regresi variabel DAU sebesar (-2,355), artinya apabila terjadi 
penurunan nilai variabel DAU sebesar 1juta rupiah atau 1 % akan menurunkan 
Indeks Pembangunan Manusia sebesar (-2,355) atau (-2,355)%. 
4 Koefisien regresi variabel DAK sebesar 1,709, artinya apabila terjadi 
kenaikan nilai variabel DAK sebesar 1juta rupiah atau 1 % akan menaikkan 
Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,709 atau 1,709%. 
5 Koefisien regresi variabel DBH sebesar (-2,090), artinya apabila terjadi 
penurunan nilai variabel DBH sebesar 1juta rupiah atau 1 % akan 
menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar (-2,090) atau (-2,090)%. 
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6 Koefisien regresi variabel BD sebesar 9,401, artinya apabila terjadi kenaikan 
nilai variabel BD sebesar 1juta rupiah atau 1 % akan menaikkan Indeks 
Pembangunan Manusia sebesar 9,401 atau 9,401%. 
 
4.2.5 Uji Hipotesis 
Uji t berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variable 
independen yaitu kebijakan deviden, profitabilitas, leverange, rasio pasar, dan 
rasio penelitian terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Alpha (∝) yang 
digunakan adalah 0,05. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai t hitung dengan t 
tabel, selain itu dapat pula dilihat dari besarnya nilai signifikasi (sig) < alpha (∝) 
maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.9 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 74,340 1,611  46,149 ,000 
PAD 5,129E-7 ,000 ,154 1,902 ,060 
DAU -2,355E-5 ,000 -1,163 -7,021 ,000 
DAK 1,709E-7 ,000 ,080 1,003 ,318 
BD 9,401E-6 ,000 1,009 6,108 ,000 
DBH -2,090E-6 ,000 -,085 -,988 ,326 
Sumber : Data diolah, 2016 
Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa lima variabel yang 
dimasukkan dalam model signifikan Indeks Pembangunan Manusia. Diperoleh 
thitung untuk variabel bebas PAD sebesar 1,902 lebih kecil dari nilai t 
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tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,060 lebih besar dari tingkat kekeliruan 
5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0. Artinya PAD 
tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. 
Diperoleh t hitung untuk variabel bebas DAU sebesar -7,021 lebih kecil dari 
nilai t tabel=1,902 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari tingkat 
kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menolak H0. 
Artinya DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 
Diperoleh t hitung untuk variabel bebas DAK sebesar 1,003 lebih kecil dari 
nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,318 lebih besar dari tingkat 
kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0. 
Artinya DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 
Diperoleh t hitung untuk variabel bebas DBH sebesar -,0,988 lebih kecil 
dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,328 lebih besar dari tingkat 
kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menolak H0. 
Artinya DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Diperoleh thitung untuk variabel bebas Belanja daerah sebesar 6,180 lebih 
besar dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 
tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menolak 






4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil uji t untuk variabel PAD sebesar 1,902 
lebih kecil dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,060 lebih besar dari 
tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) maka dapat membuktikan bahwa PAD tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. PAD tidak 
berpengaruh karena PAD pada pemda di jateng belum dimaksimalkan untuk 
kegiatan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi masih 
digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang 
dan belanja bunga. Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah (2011) yang menyatakan bahwa 
pendapatan tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. 
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa. Hasil uji thitung untuk variabel  DAU  sebesar -7,021 lebih 
kecil dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari tingkat 
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kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga dapat membuktikan bahwa DAU berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah.  
Hal ini disebabkan karena komponen alokasi dasar masih menjadi 
komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh 
daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja 
pegawai (gaji PNS Daerah) sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan 
penurunan IPM karena peningkatan tersebut sebagian besar digunakan untuk 
belanja pegawai bukan belanja modal. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Lugastoro (2013), 
Setyowati dan Suparwati (2012) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi 
Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan ManusiaPengaruh Dana 
Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAK) 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil uji thitung untuk variabel  DAK sebesar 
sebesar 1,003 lebih kecil dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,318 
lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga membuktikan bahwa 
DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Putra dan Ulupui (2015), 
Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Lugastoro (2013), Setyowati dan 
Suparwati (2012). Tidak berpengaruh disebabkan oleh Dana Alokasi Khusus 
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hanya di berikan kepada Pemerintah Daerah yang masih tertinggal atau daerah 
yang di prioritaskan secara nasional sehingga tidak semua Pemerintah Daerah 
menerima Dana Alokasi tersebut.  
Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016), Harahap (2011) yang menyatakan 
bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
manusia. 
3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). 
Hipotesis keempat menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh 
tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil uji t untuk variabel DBH sebesar -0,988 
lebih kecil dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,362 lebih besar dari 
tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga dapat membuktikan bahwa DBH tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah.  
Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan.  DBH tidak 
berpengaruh karena pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang 
dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang 
penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah 
tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang 
akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada 
IPM. 
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Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Harahap (2011) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh 
terhadap IPM. 
4. Pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). 
Hipotesis kelima menyatakan bahwa Belanja Daerah (BD) berpengaruh 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil uji t untuk variabel BD sebesar 6,108 lebih 
besar dari nilai t tabel=1,987 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari tingkat 
kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga dapat membuktikan bahwa BD berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. Semakin tinggi belanja daerah maka akan semakin meningkatkan indeks 
pembangunan manusia. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sarkoro dan Zulfikar (2016) 
menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Penilitian yang lain menunjukkan bahwa belanja daerah 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah peneliti Setyowati 
dan Suparwati (2012). 
 
 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidah berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. 
2. Dana Alokasi Umum  (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 
2012-2014. 
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah tahun 2012-2014. 
4. Dana Bagi Hasil (DBH)  tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 
2012-2014. 
5. Belanja Daerah (BD)  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 








5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti hanya meneliti lima variabel independen, yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Daerah (BD). 
2. Penelitian hanya mengkaji pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, BD, dan 
DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014. 
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka 
saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah harus memiliki aturan yang jelas dan kepastian tentang 
besaran anggaran sektor publik jika masih menginginkan proses 
pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah 
tahun 2012-2014 berjalan secara berkelanjutan. 
2. Pemerintah harus memberikan alokasi anggaran sektor publik (pendidikan 
dan kesehatan) yang langsung dapat dinikmati masyarakat sehingga akan 
mampu meningkatkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan, seperti 
pembebasan sumbangan pembiayaan pendidikan, pembebasan uang 
pangkal sekolah, dan fasilitas pendidikan yang langsung dinikmati 
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